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Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6863); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
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Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi 

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 601); 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-

Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI 

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026. 

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang 

Tahun 2026, yang terdiri dari: 

1. Tim Pengarah; 

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam: 

a) Tim Manajemen Perubahan; 

b) Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

/Deregulasi Kebijakan; 

c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; 

d) Tim Penataan Tata Laksana; 

e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 

f) Tim Penguatan Akuntabilitas; 

g) Tim Pengawasan; dan 

h) Tim Pelayanan Publik. 

3. Tim Agen Perubahan. 

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BENGKAYANG 

NOMOR 2 TAHUN 2026 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

REFORMASI BIROKRASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 

 

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 

 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 
TUGAS DALAM TIM 

 PENGARAH 

1. Heribertus Ketua 

Pengarah 

merangkap 
Ketua 

Pengarah 

2. Adrito Anggota 

Pengarah 
merangkap 

Anggota 
Pengarah 

3. Mujidi Anggota 

Pengarah 
merangkap 

Anggota 
Pengarah 

4. Musa Jairani Angota 

Pengarah 
merangkap 

Anggota 
Pengarah 

5. Yopi Cahyono Anggota 

Pengarah 
merangkap 

Anggota 
Pengarah 

 PELAKSANA 

1.  Indra Yati 
Sekretaris KPU 

Kabupaten 
Bengkayang 

Ketua Ketua 

 

a. Tim Manajemen Perubahan 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

TUGAS DALAM TIM 

 1. Fernando Marulitua 

Kasubbag 

Perencanaan, 
Data dan 

Informasi 

Koordinator 
merangkap 

Anggota  

- Menyusun strategi 

manajemen 
perubahan dan 

strategi 
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2. Chairunnisa 

Kasubbag 
Keuangan, 

Umum dan 
Logistik 

 Anggota 

komunikasi pada 
Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten 
Bengkayang; 

- Melaksanakan 

sosialisasi dan 
internalisasi 

manajemen 
perubahan dalam 
rangka reformasi 

birokrasi. 

3. Heru Purwanto 

Kasubbag Teknis 
Penyelenggaraan 

Pemilu dan 

ParHubmas 

Anggota 

4. Eka Budiawan 

Kasubbag 

Hukum dan 
Sumber Daya 

Manusia 

Anggota 

 

b. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan Deregulasi Kebijakan 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

TUGAS DALAM TIM 

 1. Heru Purwanto 

Kasubbag Teknis 

Penyelenggaraan 
Pemilu dan 
ParHubmas 

Koordinator 
merangkap 

Anggota 

- Melaksanakan 

penerapan Sistem 
Pengendalian 
Intern Pemerintah 

(SPIP) pada Komisi 
Pemilihan Umum 

Kabupaten 
Bengkayang 

2. Eka Budiawan 

Kasubbag 
Hukum dan 

Sumber Daya 
Manusia 

Anggota 

3. 
Sri Wahyuni 
Makalalag 

Penata Kelola 
Pemilihan Umum 

– Ahli Pertama 

Anggota 

4. Fransca Soekarso Zea 
Penata Kelola 

Pemilihan Umum 

– Ahli Pertama 

Anggota 

5. Fransiska Rapika 
Tenaga Non 

Aparatur Sipil 

Negara 

Anggota 

 

c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

TUGAS DALAM TIM 

 1. Eka Budiawan 

Kasubbag 
Hukum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

Koordinator 

merangkap 
Anggota 

- Melaksanakan 
system rekrutmen 
yang terbuka, 

transparan, 
akuntabel, dan 
berbasis 

kompetensi; 
- Melakukan 

asesmen individu 
berdasarkan 
kompetensi 

2. Herman 

Penata Kelola 

Sistem dan 
Teknologi 
Informasi 

Anggota 

3. Sri Widiyastuti 

Penata Kelola 
Sistem dan 

Teknologi 
Informasi 

Anggota 
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4. 
Muhammad Dzulhaj 
Saputra 

Tenaga Non 
Aparatur Sipil 

Negara 

Anggota 

- Melaksanakan 
penerapan sistem 

penilaian kinerja 
individu; 

- Membangun sistem 

dan proses 
pendidikan dan 

pelatihan pegawai 
berbasis 
kompetensi dalam 

pengelolaan 
kebijakan dan 

pelayanan publik. 

 

d. Tim Penataan Tata Laksana 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 
TUGAS DALAM TIM 

1. Eka Budiawan 

Kasubbag 

Hukum dan 
Sumber Daya 

Manusia 

Koordinator 
merangkap 

Anggota 

- Mengkoordinasi- 

kan penyiapan 
dokumen SOP core 
business; 

- Mengkoordinasi-
kan pembangunan 

atau 
pengembangan  

- e-government. 

2. Chairunnisa 

Kasubbag 
Keuangan, 

Umum dan 
Logistik 

 Anggota 

3. Herman 

Penata Kelola 
Sistem dan 
Teknologi 

Informasi 

Anggota 

4. Sri Widiyastuti 

Penata Kelola 

Sistem dan 
Teknologi 
Informasi 

Anggota 

5. Kristin Prima Silfa 
Penata Kelola 

Pemilihan Umum 

– Ahli Pertama 

Anggota 

 

 

e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

TUGAS DALAM TIM 

1. Eka Budiawan 

Kasubbag 
Hukum dan 

Sumber Daya 
Manusia 

Koordinator 
merangkap 

Anggota 

- Melaksanakan 
system rekrutmen 

yang terbuka 
terbuka, 
transparan, 

akuntabel, dan 
berbasis 

kompetensi; 

2. Herman 

Penata Kelola 
Sistem dan 
Teknologi 

Informasi 

Anggota 
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e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

3. Sri Widiyastuti 

Penata Kelola 

Sistem dan 
Teknologi 
Informasi 

Anggota 

- Melakukan 

asesmen individu 
berdasarkan 
kompetensi; 

- Melaksanakan 
penerapan sistem 

penilaian kinerja 
individu; 

- Membangun 

sistem dan proses 
pendidikan dan 
pelatihan pegawai 

berbasis 
kompetensi dalam 

pengelolaan 
kebijakan dan 
pelayanan publik. 

4. 
Muhammad Dzulhaj 

Saputra 

Tenaga Non 
Aparatur Sipil 

Negara 

Anggota 

 

f. Tim Penguatan Akuntabilitas 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

TUGAS DALAM TIM 

1. Fernando Marulitua 

Kasubbag 

Perencanaan, 
Data Dan 

Informasi 

Koordinator 

merangkap 
Anggota 

- Membangun 

sistem yang 
mampu mendorong 

tercapainya kinerja 
organsiasi yang 
terukur; 

- Menyusun 
Indikator Kinerja 

Utama (IKU) 
Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten 

Bengkayang. 

2. Chairunnisa 

Kasubbag 

Keuangan, 
Umum dan 

Logistik 

 Anggota 

3. 
Yossie Yasicha 
Pararibu 

Penata Kelola 
Pemilihan Umum 

Ahli Pertama 

Anggota 

4. Sisilia Saniah 

Penata Kelola 

Sistem dan 
Teknologi 
Informasi 

Anggota 

5. 
Delia Prihatin 

Permata Urit 

Penyusun Materi 
Hukum Dan 

Perundang-
Undangan 

Anggota 

6. Agis Dahlia 

Penyusun Materi 
Hukum Dan 
Perundang-

Undangan 

Anggota 

7. 
Akhiles Shyantica 
Wisnumurti 

Penata Kelola 

Sistem Dan 
Teknologi 
Informasi 

Anggota 

8. Ignasius 
Tenaga Non 

Aparatur Sipil 

Negara 

Anggota 
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g. Tim Pengawasan 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 
TUGAS DALAM TIM 

1. Heru Purwanto 

Kasubbag Teknis 

Penyelenggaraan 
Pemilu dan 

Hubmas 

Koordinator 
merangkap 

Anggota 

- Melaksanakan 

penerapan Sistem 
Pengendalian 
Intern Pemerintah 

(SPIP) pada Komisi 
Pemilihan Umum 

Kabupaten 
Bengkayang 

2. Fernando Marulitua 

Kasubbag 
Perencanaan, 

Data dan 
Informasi 

Anggota 

3. Chairunnisa 

Kasubbag 
Keuangan, 
Umum dan 

Logistik 

Anggota 

4. Eka Budiawan 

Kasubbag 

Hukum dan 
Sumber Daya 

Manusia 

Anggota 

5. 
Sri Wahyuni 
Makalalag 

Penata Kelola 
Pemilihan Umum 

Ahli Pertama 

Anggota 

6. Fransca Soekarso Zea 

Penata Kelola 

Pemilihan Umum 
– Ahli Pertama 

Anggota 

7. Fransiska Rapika 
Tenaga Non 

Aparatur Sipil 
Negara 

Anggota 

 

h. Tim Pelayanan Publik 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

TUGAS DALAM TIM 

1. Eka Budiawan 

Kasubbag 
Hukum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

Koordinator 

merangkap 
Anggota 

- Menerapkan 
standar pelayanan 
dalam pelayanan 

publik; 
- Meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat dalam 
penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

2. Herman 

Penata Kelola 

Sistem dan 
Teknologi 
Informasi 

Anggota 

3. Sri Widiyastuti 

Penata Kelola 
Sistem dan 

Teknologi 
Informasi 

Anggota 

4. 
Muhammad Dzulhaj 

Saputra 

Tenaga Non 
Aparatur Sipil 

Negara 
Anggota 
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